
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 95 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI 
SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT 

DAERAH BIDANG KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian penghasilan dan 
remunerasi bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada 
Badan Layanan Umum Daerah dan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bidang 
kesehatan telah diatur dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 174 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Nomor 176 
Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 
2013; 

b. bahwa berdasarkan evaluasi besaran penghasilan Pegawai 
Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum 
Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja 
Perangkat Daerah bidang kesehatan terdapat beberapa 
perbedaan tentang gaji, tunjangan dan remunerasi 
sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu untuk disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi 
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang 
Kesehatan, 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit; 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang, Aparatur 
Sipil Negara; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 1357 Tahun 2007 tentang 
Biaya Satuan Petugas Pelayanan Kesehatan pada 
Kegiatan Nasional/Internasional, Puskesmas Pelayanan 
24 Jam dan Pusat Pengendalian D-ukungan Kesehatan 
(Pusdaldukes); 

14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 161 Tahun 2014; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 
Tahun 2016; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI 
SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT 
KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KESEHATAN. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD. 

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

8. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 
adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

10. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat 
RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah milik Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

11. Rumah Sakit Umum Kecamatan yang selanjutnya disingkat 
RSUK adalah Rumah Sakit Umum Kelas D yang merupakan 
Rumah Sakit Khusus Daerah Dinas Kesehatan yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah. 

12. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya 
disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan 
Masyarakat Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah SKPD atau UKPD Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 
barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas. 



14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah 
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

16. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil 
yang bekerja pada SKPD/UKPD yang telah memenuhi 
persyaratan kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai 
dengan jenis ketenagaannya, serta telah lulus seleksi dalam 
program rekrutmen pegawai yang diadakan di lingkup bidang 
kesehatan. 

17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ 
atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, 
yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 
melakukan upaya kesehatan. 

18. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 
dan/atau keterampilan melalui pendidikan yang buka_n di bidang 
kesehatan, yang diberikan kewenangan sebagai penunjang 
dalam bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

19. Konsultan adalah tenaga profesional yang memiliki 
kemampuan untuk memberikan konsultasi pada area spesifik 
yang telah melalui pendidikan tertentu dan dipekerjakan 
dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu melalui 
perjanjian kerja bersama. 

20. Pelayanan Shift adalah suatu periode waktu yang ciikerjakan 
oleh sekelompok pekerja yang mulai bekerja ketika kelompok 
lain bekerja atau pelayanan yang dilakukan oleh karyawan 
yang bertugas sebagai tenaga shift pada hari kerja, hari 
minggu, libur nasional dan hari raya dan dapat diberikan 
tunjangan shift. 

21. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disebut Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang diterima 
dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak 
lain, APBD, APBN dan pendapatan lain yang sah selama 
1 (satu) tahun anggaran. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan 
pedoman untuk memberikan penghasilan bagi Pegawai Non PNS 
pada SKPD/UKPD•bidang kesehatan. 
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Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk : 

a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 

b. meningkatkan disiplin; 

c. meningkatkan integritas; 

d. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan 

e. memberikan penghargaan kepada Pegawai Non PNS yang 
bertugas di SKPD/UKPD bidang kesehatan. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 

Ruang lingkup pemberian penghasilan kepada Pegawai Non PNS 
meliputi : 

a. penerima; 

b. jenis dan besaran; 

c. kriteria, 

d. penganggaran;dan 

e. monitoring dan evaluasi. 

Pasal 5 

(1) Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a merupakan Pegawai Non PNS yang bertugas pada 
SKPD/UKPD bidang kesehatan. 

(2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas : 

a. Tenaga Kesehatan; dan 

b. Tenaga Non Kesehatan. 

(3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
meliputi : 

a. Tenaga Medis; dan 

b. Tenaga Paramedis. 



(4) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b meliputi semua tenaga penunjang penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan. 

Bagian Kedua 

Jenis dan Besaran 

Pasal 6 

(1) Jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b terdiri atas : 

a. gaji; dan 

b. tunjangan. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari : 

a. tunjangan kinerja; 

b. tunjangan jasa pelayanan; 

c. tunjangan kesehatan; dan 

d. tunjangan ketenagakerjaan. 

(3) Tunjangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b terdiri dari : 

a. jasa pelayanan shift, 

b. jasa pelayanan spesialis; dan 

c. jasa pelayanan konsultan. 

(4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah 
termasuk tunjangan keluarga. 

Pasal 7 

Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 8 

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf a tidak diberikan pada SKPD/UKPD bidang kesehatan 
yang telah menerapkan remunerasi. 

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan berdasarkan penilaian kinerja pimpinan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan sesuai dengan pendapatan BLUD dari SKPD/UKPD 
yang menerapkan PPK BLUD dengan besaran paling banyak 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

No. Tingkat Pendidikan Tunjangan Kin erj a 

1.  Dokter Spesialis/S3 2,5 kali dari gaji 
2.  Dokter Umum/Dokter Gigi/ 

Apoteker/S2/Ners 
1,5 kali dari gaji 

3.  S 1 0,7 kali dari gaji 
4.  D3/D4 0,6 kali dari gaji 
5.  SMU/SMK 0,5 kali dari gaji 
6.  SD/SMP/Sederajat 0,2 kali dari gaji 

(4) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan yang pendapatannya 
belum mampu untuk membayarkan tunjangan kinerja, maka 
dapat dianggarkan melalui anggaran subsidi APBD. 

(5) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan masih dalam masa 
transisi, maka tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diberikan melalui anggaran subsidi APBD. 

(6) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan telah melewati masa 
transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka tunjangan 
kinerja dapat diberikan dari anggaran BLUD dengan mengacu 
pada perhitungan dalam Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 9 

(1) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan 
huruf d diberikan dalam bentuk iuran kepesertaan. 

(2) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan 
sebagaimana dimkasud pada ayat (1) diberikan oleh SKPD/ 
UKPD bidang kesehatan kepada Pegawai Non PNS dalam 
program sistem jaminan sosial nasional. 

(3) Besaran iuran program sistem jaminan sosial nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

Tunjangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (3) hanya diberikan kepada Pegawai Non PNS yang 
melakukan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

(1) Tunjangan jasa pelayanan shift sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai Non PNS 
yang bertugas pada SKPD/UKPD bidang kesehatan yang 
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta 
terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja. 



(2) SKPD/UKPD bidang kesehatan yang memberikan pelayanan 
langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 

a. RSUD; 

b. RSKD; 

c. RSUK; 

d. Puskesmas Kecamatan; dan 

e. Unit Pengelola Ambulans Gawat Darurat. 

(3) Jasa pelayanan shift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan pada hari kerja, hari minggu, hari libur nasional 
dan hari raya. 

(4) Pegawai Non PNS yang bertugas pada shift sore dan malam 
dapat diberikan makanan tambahan sampai dengan tersedianya 
anggaran untuk shift. 

(5) Besaran jasa pelayanan shift sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur 
ini. 

Pasal 12 

(1) Tunjangan jasa pelayanan spesialis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan kepada dokter 
spesialis yang tidak terikat jam kerja berdasarkan perjanjian 
kerja dengan SKPD/UKPD bidang kesehatan. 

(2) SKPD/UKPD bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 

a. RSUD; 

b. RSKD; dan 

c. RSUK. 

(3) Jasa pelayanan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan perkali kunjungan. 

Pasal 13 

(1) Pembayaran pelayanan jasa konsultan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diberikan kepada tenaga 
kesehatan dan tenaga non kesehatan : 

a. yang tidak terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja 
dengan SKPD/UKPD bidang kesehatan yang bersifat 
konsultan; dan 

b. yang terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan 
SKPD/UKPD bidang kesehatan yang bersifat konsultan. 



(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. dokter konsultan medis; 

b. konsultan hukum; 

c. konsultan teknis; dan 

d. konsultan manajemen kesehatan. 

(3) Pembayaran atas jasa pelayanan konsultan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan perkali kunjungan. 

(4) Pembayaran atas jasa pelayanan konsultan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan perbulan sesuai 
dengan perjanjian kerja. 

(5) Besaran jasa pelayanan konsultan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 14 

(1) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) khusus untuk Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu diberikan kepada dokter spesialis dan 
paramedis dengan keahlian khusus yang tidak terikat jam 
kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan SKPD/UKPD 
bidang kesehatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu. 

(2) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan perkali kunjungan. 

(3) Paramedis dengan keahlian khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : 

a. perawat Intensive Care Unit (ICU); 

b. perawat hiperbarik; 

c. perawat anastesi; dan 

d. perawat instrumen kamar operasi. 

(4) Besaran jasa pelayanan untuk Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 15 

(1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (4) merupakan tunjangan suami atau istri dan 2 (dua) 
orang anak termasuk anak angkat yang sah berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya diberikan kepada salah satu Pegawai Non PNS apabila 
suami/istri yang bersangkutan sebagai PNS atau sebagai 
Pegawai Non PNS. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan 

Pasal 16 

(1) Dalam pemberian penghasilan kepada Pegawai Non PNS pada 
SKPD/UKPD bidang kesehatan harus memenuhi kriteria 
berdasarkan : 

a. pendidikan; dan 

b. masa kerja. 

(2) Tingkat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tingkat pendidikan berdasarkan ijazah pendidikan 
formal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh 
masing-masing Kepala SKPD/UKPD bidang kesehatan. 

Pasal 17 

(1) Pegawai Non PNS dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) 
bulan diberikan penghasilan berupa : 

a. gaji paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen); dan 

b. tunjangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen). 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
terhitung sejak tanggal dimulainya perjanjian kerja. 

Pasal 18 

(1) Pegawai Non PNS dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan 
diberikan penghasilan berupa : 

a. gaji paling banyak 100% (seratus persen); dan 

b. tunjangan paling banyak 100% (seratus persen). 

(2) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan penyesuaian karena kenaikan tingkat 
pendidikan dengan ketentuan masa kerja sebagai berikut : 

a. penyesuaian pendidikan dari SD ke SMP, masa kerja 
terhitung 100% (seratus persen) dari masa kerja 
sebelumnya; 

b. penyesuaian pendidikan dari SMP ke SMA/D1, masa kerja 
terhitung 50% (lima puluh persen) dari masa kerja 
sebelumnya; 
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c. penyesuaian pendidikan dari SMA/D1 ke D3/D4, masa 
kerja terhitung 50')/0 (lima puluh persen) dari masa kerja 
sebelumnya; 

d. penyesuaian pendidikan dari SMA/D1 ke S 1, masa kerja 
terhitung 50% (lima puluh persen) dari masa kerja 
sebelumnya; 

e. penyesuaian pendidikan dari D3/D4 ke S 1, masa kerja 
terhitung 50% (lima puluh persen) dari masa kerja 
sebelumnya; 

f. penyesuaian pendidikan dari S1 ke Dokter Umum/Dokter 
Gigi/Apoteker/S2, masa kerja terhitung 100% (seratus 
persen) dari masa kerja sebelumnya; dan 

g. penyesuaian pendidikan dari Dokter Umum/Dokter 
Gigi/Apoteker/S2 ke Spesialis/S3, masa kerja terhitung 
50% (lima puluh persen) dari masa kerja sebelumnya. 

(3) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan formasi dan 
kebutuhan pada SKPD/UKPD bidang kesehatan. 

(4) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan perjanjian kerja baru setelah 1 (satu) tahun 
perjanjian kerja berakhir. 

Pasal 19 

(1) Pegawai Non PNS akan menerima penghasilan setiap 
bulannya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada 
bulan berikutnya dengan pemotongan pajak penghasilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai 
kebutuhan. 

(3) Kenaikan gaji secara berkala dilaksanakan setiap 2 (dua) 
tahun sekali sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sampai 
dengan 5°/0 (lima persen) dari gaji sebelumnya sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

BAB IV 

PEMOTONGAN PENGHASILAN BAGI 
PEGAWAI NON PNS 

Pasal 20 

(1) Formulasi dan besaran pemotongan penghasilan terhadap 
Pegawai Non PNS pada SKPD/UKPD bidang kesehatan 
terhadap ketidakhadiran, maka dilakukan pemotongan 
terhadap tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut : 



a. potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan 
sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan kinerja yang 
diterima; 

b. potongan per hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 
2% (dua persen) dari tunjangan kinerja yang diterima; dan 

c. potongan per hari atas ketidakhadiran karena sakit sebesar 
1% (satu persen) dari tunjangan kinerja yang diterima. 

(2) Dalam hal Pegawai Non PNS yang mengidap penyakit 
berkepanjangan, sehingga tidak dapat masuk kerja dengan 
dibuktikan surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan 
kesehatan pemerintah, maka gaji Pegawai Non PNS dimaksud 
tetap diberikan selama dalam proses pemutusan hubungan 
kerja. 

(3) Ketentuan pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Pegawai Non PNS dilaksanakan sebagai berikut : 

a. 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% (seratus persen) dari 
gaji; 

b. 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari gaji; 

c. 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% (lima puluh persen) dari 
gaji; dan 

d. bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari 
gaji. 

(4) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
tidak berlaku bagi Pegawai Non PNS yang telah ditetapkan 
dengan hasil penilaian kesehatan oleh tim medis Dinas 
Kesehatan. 

BAB V 

ANGGARAN 

Pasal 21 

(1) Anggaran pemberlan penghasilan untuk Pegawai Non PNS 
dibebankan pada APBD sampai dengan SKPD/UKPD tersebut 
dapat membiayai oprasionalnya sendiri. 

(2) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
pendapatan dari pelayanan langsung SKPD/UKPD. 

(3) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan berdasarkan 
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dianggap sudah mampu 
untuk membiayai operasionalnya, maka untuk pembayaran 
tunjangan kinerja bagi Pegawai Non PNS dapat dibayarkan 
melalui pendapatan BLUD. 
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(4) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan yang menerapkan 
PPK BLUD belum dapat memenuhi target pendapatan, maka 
dapat mengusulkan pembiayaan operasional termasuk 
pembiayaan penghasilan bagi Pegawai Non PNS melalui 
anggaran subsidi APBD. 

BAB VI 

EVALUASI 

Pasal 22 

(1) Pemberian penghasilan kepada Pegawai Non PNS dapat 
dievaluasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Dinas Kesehatan bersama BPKAD sesuai perkembangan 
SKPD/UKPD bidang kesehatan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku : 

a. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai RSUD dan RSKD, 
sepanjang yang mengatur mengenai penghasilan bagi Pegawai 
Non PNS; 

b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Non PNS dan Satuan 
Biaya pada Kegiatan Khusus/Gawat Darurat Bidang Kesehatan 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta; dan 

c. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2013 tentang Gaji 
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap Rumah Sakit Umum 
Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang Menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 24 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 April 2016 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd. 

BASUKI T. PURNAMA 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 21 April 2016 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd. 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2016 NOMOR 75012 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH K SUS IBUKOTA JAKARTA, 

YA N YUH.-ANAH 
NIP 196508241994032003 
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